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A. [bookmark: _Toc173149434]Musik
1. [bookmark: _Toc173149435]Pengertian musik
Sejarah perkembangan seni musik tidak dapat dipisahkan dari perkembangan budaya manusia.Hal ini dikarenakan musik merupakan salah satu budaya manusia di samping ilmu pengetahuan, arsitektur, bahasa dan sastra, dan lain sebagainya.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.
Menurut Banoe, musik yang berasal dari kata muse yaitu salah satu dewa dalam mitologi Yunani kuno bagi cabang seni dan ilmu; dewa seni dan ilmu pengetahuan.[footnoteRef:2]Selain itu, beliau juga berpendapat bahwa musik merupakan cabang seni yang membahas dan menetapkan berbagai suara ke dalam pola-pola yang dapat dimengerti dan dipahami oleh manusia. [2:  Banoe Pono, 2003, Kamus Musik, Yogyakarta,  Kanisiuss, hal. 288] 

Sementara itu menurut Jamalus, musik adalah suatu hasil karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik yaitu irama, melodi, harmoni, dan bentuk atau struktur lagu serta ekspresi sebagai suatu kesatuan.[footnoteRef:3] [3: Jamalus, 1988, Panduan pengajaran buku pengajaran musik melalui pengalaman musik, Jakarta, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kepandidikan, hal. 1] 

Lebih lanjut Sylado mengatakan, bahwa musik adalah waktu yang memang untuk didengar.Musik merupakan wujud waktu yang hidup, yang merupakan kumpulan ilusi dan alunan suara. Alunan musik yang berisi rangkaian nada yang berjiwa akan mampu menggerakkan hati para pendengarnya.[footnoteRef:4] [4: Sylado, Remy, 1983, Munuju Apresiasi Musik, Bandung, Angkasa, hal. 12] 

Dari pendapat tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa musik merupakan karya seni yang muncul atau timbul dari perasaan dan pikiran manusia sebagai sebuah pengungkapan ekspresi diri, yang diolah menjadi suatu nada-nada atau suara-suara yang harmonis.

2. [bookmark: _Toc173149436]Sejarah musik
Musik merupakan salah satu budaya manusia yang telah tercipta dari zaman dahulu.Perkembangan musik sendiri dimulai dari zaman abad pertengahan sampai saat ini, yaitu zaman modern.Berikut ini merupakan sejarah perkembangan musik dari dulu sampai sekarang.[footnoteRef:5] [5: Anggraeni Puspitasari, 14 september 2021, Ini Lho Sejarah Musik Dunia dan Perkembangannya Dari Masa ke Masa!, diakses dari ruangguru.com/blog/ini-lho-sejarah-musik-dan-perkembangannya pada tanggal 15 september 2024] 

A. Zaman Medieval ( Tahun 400 – Tahun 1400an)
Pada masa ini, di abad pertengahan, musik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja pada masa itu dan kemudian notasinya berkembang menjadi musical repertoire.The Gregorian Chant merupakan salah satu dari lembaran musik terkenal di masa itu.
B. Zaman Renaissance (Tahun 1400 – Tahun 1600an)
Pada masa ini, instrumen musik seperti piano atau organ sudah dikenal hingga muncul musik instrumen. Di kota Florence, Italia berkembang seni opera atau pembawaan musik dengan vokal diiringi instrumen musik. Pada masa ini juga, chords musik lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan dengan gaya musisi itu sendiri.
C. Zaman Barok (Tahun 1600 – Tahun 1700)
Pada periode ini, jenis musik instrumen lebih mulai dikenal secara umum.Para komposer musik memberikan improvisasi ke dalam hasil karyanya.Gaya bermusik para musisi menjadi lebih beragam.Terdapat aliran musik Rokoko pada periode ini.
D. Zaman Klasik (Tahun 1700- Tahun 1910)
Klasik era (era klasik Barat) berhubungan erat dengan harmoni. Beberapa hasil karya dari masa ini merupakan hasil karya yang tidak dapat dibandingkan dengan karya apa pun pada masa sebelumnya, seperti karya Beethoven berjudul Fifth Symphony. Haydn dan Mozart adalah musisi yang mempunyai peran penting di era ini. Di akhir era Klasik, musisi menggubah musik dengan tambahan instrumen selain piano, seperti  klarinet, trombon, dan timpani.
E. Zaman Romantik (Tahun 1810- Tahun 1900)
Pada masa ini, karya-karya pada era romantik memiliki komposisi perasaan emosi yang kuat dan makna yang dalam.Dari karya Schumann sampai Wagner, komposisi menjadi lebih kompleks sebagai simbol dari beberapa karya yang dramatis seperti Siegfried karya milik Wagner.
F. Zaman Modern/Kontemporer (Tahun 1900- Tahun2000an)
Setelah penemuan radio, musik menjadi lebih sering didengar oleh masyarakat umum,begitu juga dengan televisi yang turut memengaruhi era ini, membawa musik menjadi produk dari budaya massa. Musik juga berevolusi hingga menciptakan berbagai jenis atau aliran musik saat ini.
Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan musik dipengaruhi oleh banyak hal.Dimulai dari pengaruh lingkungan, tokoh musisi di dunia musik, serta pemkembangan alat musik dan teknologi.

3. [bookmark: _Toc173149437]Unsur-Unsur Musik
Dalam pembentukkan musik secara utuh, unsur-unsur dan struktur musik mempunyai peranan penting dan keterkaitan yang kuat antara satu dan yang lainnya.Pada dasarnya unsur musik dapat dikelompokkan menjadi unsur-unsur pokok dan unsur-unsur ekspresi.
Unsur-unsur pokok meliputi: 
a. Irama, kemudian lebih dikenal dengan sebutan ritme yang merupakan panjang-pendek dan tinggi-rendahnya sebuah nada yang membentuk melodi tertentu.
b. Melodi, adalah suatu bentuk susunan bunyi tertentu yang berurutan dari susunan dari tinggi ke rendahnya nada tertentu atau sebaliknya.
c. Harmoni, adalah bentuk kumpulan dari nada dan melodi yang sudah memiliki keteraturan sehingga menghasilkan lantunan musik yang enak didengarkan.
d. Bentuk atau stuktur lagu, adalah susunan atau hubungan antara unsur-unsur musik dalam suatu lagu sehingga menghasilkan komposisi lagu yang bermakna.
Unsur-unsur ekspresi meliputi: 
a. Tempo, adalah sebuah ukuran dari kecepatan birama dalam sebuah lantunan lagu tertentu. Lagu dengan birama yang cepat maka semakin cepat pula lagu dimainkan tempo.
b. Dinamik, adalah bentuk tanda yang berkaitan dengan volume untuk menaikan nada sehingga dapat menghasilkan musik yang enak didengarkan.
c. Warna nada/timbre, adalah warna bunyi yang menunjukan kualitas dari musik itu sendiri. Timbre memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap  alat musik.

4. [bookmark: _Toc173149438]Jenis-Jenis Musik
Musik sebagai budaya yang sangat melekat di manusia merupakan salah satu karya seni yang dapat mengekspresikam suatu suasana hati seseorang.Genre musik berarti unsur yang melekat pada musik tertentu.Setiap genre musik sendiri memiliki berbagai nuansa yang sangat berbeda dengan genre lainnya.Genre-genre musik tersebut adalah sebagai berikut.
A. Klasik
B. Country 
C. Rock
D. Reggae
E. Jazz 
F. Blues 
G. Rhythm and blues (RnB)
H. POP
I. Hip – Hop
J. dll.

5. [bookmark: _Toc173149439]Hubungan musik dengan Hak Cipta
Musik sangat erat kaitannya dengan keberadaan hak cipta.Keberadaan hak cipta diharapkan dapat mengindari kerugian yang ditimbulkan terhadap para musisi atau para pelaku industri musik.Perundang-undangan tentang Hak cipta ada untuk menjadi payung hukum terhadap pelanggaran hak cipta baik hak moral dan hak ekonomi ciptaan.
Data Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sejak 2016 hingga Mei 2023 mencatat, kepolisian seluruh Indonesia menangani 349 laporan terkait hak cipta. Jumlah itu menempati urutan kedua pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang banyak dilaporkan setelah pelanggaran hak merek dengan 725 laporan.[footnoteRef:6] [6: https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/06/22/memperjuangkan-hak-cipta diakses pada tanggal 15 septerber 2024] 

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat banyaknya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia.Data tersebut bahkan belum termasuk pelanggaran hak cipta yang belum dilaporkan ke pihak berwenang.
Musik sebagai wujud hasil karya manusia dibidang seni dan budaya termasuk dalam ciptaan yang dilindungi sebagai mana tertuang dalam Pasal 58 ayat 1 huruf d Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Tahun 2014.

B. [bookmark: _Toc173149440]Pembajakan
Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sementara menurut Pasal 1 ayat 12 Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
Salah satu faktor penyebab produk bajakan merajarela adalah dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta.Mental ini mengakibatkan pemikiran bahwa pembajakan hal yang sudah biasa dan dapat dimaklumi dalam masyarakat.
Faktor lainnya adalah pada produk bajakan yang memiliki harga lebih murah dibanding harga barang aslinya.Hal ini mengakibatkan masyarakat banyak membeli produk bajakan dibanding produk asli.
Hal ini tentu saja berdampak membuat para pencipta produk mengalami kerugian secara ekonomi yang besar.Selain kerugian terhadap para pencipta hal ini juga merugikan ekonomi negara dikarenakan para pelaku pembajakan jelas tidak membayar pajak terhadap produknya berbeda.

C. [bookmark: _Toc173149441]Hak Kekayaan Intelektual
1. [bookmark: _Toc173149442]Pengertian Hak Kekayaan Intelektual
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual manusia.Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization), yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan hak seseorang	
secara pribadi (human rights).World Intellectual Property Organization (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan.[footnoteRef:7] [7: Tomi Surya Utomo, 2010, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 1] 

Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual muncul dari pemikiran bahwa hasil karya dari kreativitas intelektual tentunya membutuhkan banyak pengorbanan tenaga, keahlian, keuletan, waktu dan biaya.Sehingga bagi para pencipta produk/karya tersebut tentunya juga membutuhkan penghargaan atas hasil kerja keras mereka berupa perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan hak moral atas ciptaan mereka.
Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi sang pencipta secara ekskusif. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan tanpa alasan apapun, meskipun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan.Hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan hasil karya intelektual si pembuatnya.[footnoteRef:8] [8: Much.Nurachmad, 2012, Segala Tentang Haki Indonesia, Yogyakarta, BukuBiru, hal. 15] 

Berikut ini beberapa definisi hak kekayaan intelektual menurut para ahli, antara lain:
a. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil
b. Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa istilah “property” adalah kepemilikan dimana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “intellectual” berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil, dan kata “intelektual itu harus diletakkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreativitas berpikir manusia tersebut.
c. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah: Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga bernilai ekonomi.[footnoteRef:9] [9: Muhammad Djumhaha & R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 150] 

d. A Zen Umar Purba: Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti halnya aset-aset yang lain, misalnya tanah dengan sertifikat, dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara.[footnoteRef:10] [10: Muhammad Djumhaha & R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), Bandung, Citra Aditya Bakti,, hal 55] 

Dari pengertian yang dijabarkan terdapat beberapa elemen penting di dalam hak kekayaan intelektual, antara lain:
a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
b. Hak tersebut saling berkaitan  dengan usaha manusia yang didasarkan pada suatu kemampuan intelektual; dan
c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki suatu nilai ekonomi

2. [bookmark: _Toc173149443]Sejarah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
Bagi bangsa Indonesia HAKI merupakan sebuah perkembangan yang baru dalam sistem hukum Indonesia.Sedangkan di negara maju sendiri HAKI merupakan hal yang telah lama dikenal karena mempunyai manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (economic value) yang cukup besar bagi pendapatan negara.
Di kalangan negara Eropa yang tergabung dalam European Union (EU) dan di Amerika Serikat, kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam kuat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang diadakan oleh Stitchting voor Economische Onderzoek (SEO) Universitas Amsterdam pada tahun1993 menunjukan bahwa industri hak cipta bukan saja meningkatkan PDB tetapi juga menambah angkatan kerja nasional. Penelitian lain juga membuktikan nilai tambah industri hak ciptapada tahun 1989 berjumlah dua puluh miliar golden dan angkatan kerja yang tertampung dalam industri ini berjumlah 4,6% dari seluruh angkatan kerja.[footnoteRef:11] [11: Karya tulis Herman Cohen Jehoram dalam buku Audiovisual Media and Copyright in Europe, Kluwer-Deventer, 1994, hal. 3] 

Manfaat ekonomi yang demikian besarnya dari HAKI seperti contoh tersebut, menjadikan suatu negara bisa peka terhadap pelangaran-pelanggaran hukum HAKI oleh negara lain dan dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan Internasional apabila hal itu terjadi.
Oleh karena itu, bagi Indonesia sebagai negara berkembang telah tiba saatnya untuk juga memberikan perlindungan hukum terhadap HAKI. Hal ini sejalan dengan amanah yang tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu salah satu tujuan negara adalah Ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia.
HAKI pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten.Konsep HAKI ini kemudian diadopsi kerajaan Inggris pada tahun 1500-an. Semakin lama, konsep HAKI mulai diadopsi dan digunakan oleh banyak negara-negara di Indonesia. Agar konsepsi tentang haki ini menjadi sama, maka dilakukan harmonisasi.
Harmonisasi HAKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain.[footnoteRef:12]Kemudian, pada tahun 1886 diadakanlah Berne Conventionuntuk membahas masalah copyright atau hak cipta.Kedua konvensi itu menhasilkan biro administratif yang dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO).WIPO menjadi badan khusus dibawah PBB yang menangani administrasi perjanjian multilateral mengenai HAKI. [12: Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, mengenai Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya, Jakarta, Erlangga, hal 6] 

Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannnya. Adapun konvensi internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan HAKI adalah[footnoteRef:13]: [13: Much.Nurachmad, 2012, Segala Tentang Haki Indonesia, Yogyakarta, BukuBiru, hal. 19] 

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesehan Agreement Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
2. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under The PCT.
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Keputusan Presiden tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.
5. Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Work.
6. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty.
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996 (Traktat WIPO mengenai Pertunjukan dan Rekaman Suara, 1996)

3. [bookmark: _Toc173149444]Ruang Lingkup HAKI
Istilah Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai intellectual property, intangible right, creative property, dan incorporeal property.Di dalam ketentuan Pasal 2 ayat 8 Konvensi Pendirian WIPO yang menjadi cakupan dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut.[footnoteRef:14] [14: Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi, 2008, Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, Indeks, halaman 15] 

“kekayaan intelektual” mencakup hak-hak yang berkaitan dengan:
a. karya sastra, seni dan ilmiah,
b. penampilan artis pertunjukan, rekaman suara, dan siaran,
c. penemuan di segala bidang usaha manusia,
d. penemuan ilmiah,
e. desain industri,
f. merek dagang, merek layanan, dan nama serta sebutan komersial,
g. perlindungan terhadap persaingan tidak sehat,
h. dan semua hak lain yang dihasilkan dari aktivitas intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni.
Secara umum, di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:
a. Hak Cipta (Copyrights)
Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pengaturan hak cipta terdapat dalam:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:
1. Paten
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Pengaturan paten terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten.
2. Merek 
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.Pengaturan tentang merk terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Desain Industri
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.Pengaturan mengenai desain industri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Rahasia Dagang
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.Pengaturan mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
6. Varietas Tanaman
Varietas tanaman menurut Pasal 1 angka 3 UUPVT adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.Pengaturan mengenai varietas tanaman terdapat dalam UU No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.

D. [bookmark: _Toc173149445]Hak Cipta
1. [bookmark: _Toc173149446]Pengertian dan Konsep Hak Cipta
Hak cipta adalah hak ekslusif yang terdapat pada pencipta sejak karya tersebut didaftarkan atau penerima hak, pencipta berhak mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin.[footnoteRef:15] Menurut Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [15:  Tim Redaksi, 2021, Himpunan Lengkap Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Serta Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta: Laksana hal. 279] 

Dalam information sheet Australian Copyright Council, dinyatakan bahwa
“Copyright law creates incentives for people to invest their time, talent and other resources in creating new material – particularly cultural and educational material, which benefits society”[footnoteRef:16] [16: Australian Copyright Council, An Introduction to Copyright in Australian, https://www.copyright.org.au, diakses tanggal 23 juli 2024] 

Artinya, Undang-undang hak cipta menciptakan dorongan bagi masyarakat untuk menginvestasikan waktu, bakat, dan sumber daya lainnya dalam menciptakan materi baru – khususnya materi budaya dan pendidikan, yang bermanfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan terjemahan diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang hak cipta diciptakan sebagai sarana untuk mendorong masyarakat menginvestasikan waktu, bakat, dan sumber daya lainnya dalam membuat karya cipta, khususnya karya cipta dalam bidang budaya dan pendidikan, yang bermanfaat bagi masyarakat.
Adapun istilah-istilah menurut Pasal 1 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptayang digunakan dalam hal yang berkaitan dengan hak cipta adalah sebagai berikut.
1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
2. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
3. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
4. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Komunikasi kepada pubiik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
10. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
11. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
12. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
13. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
14. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Dalam hal hak cipta mengandung 2 aspek atau esensi yang menjadi dasar perlindungan terhadap ciptaan yaitu:[footnoteRef:17] [17: Dr. Henry Soelistyo, S.H., LL.M, 2011, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Jakarta:Raja Grafindo, hal. 47 ] 

1. Hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights) 
2. Hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya termasuk judul ataupun anak judul ciptaanya.
Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
3. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang no.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
1. Penerbitan Ciptaan
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
3. Penerjemahan Ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan

2. [bookmark: _Toc173149447]Sejarah Hak Cipta
Adanya hak cipta inidimulai di Inggris.sejarah hak cipta bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17.Adanya perlindungan hak cipta di era awal rupanya tidak memberikan dampak besar terhadap perkembangan bakat dan kreativitas dari para kreator atau pencipta karya.
Maka dari itu, agar mutu kreativitas dari pencipta dapat terus terjaga, perlu diwujudkan perlindungan hak cipta secara internasional. Perlindungan hak cipta secara internasional antara lain:[footnoteRef:18] [18: kumparan.com/sejarah-dan-sosial/mengetahui-sejarah-hak-cipta-beserta-fungsinya-20HGyFTNvLt diakses pada tanggal 7 september 2024] 

a. Bern Convention (Konvensi Bern): Persetujuan hak cipta secara internasional yang pertama kali disetujui di Bern, Swiss pada tahun 1886.
b. Universal Copyright Convention (UCC): Konvensi yang mulai berlaku pada tanggal 16 September 1955 ini membahas mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian.
c. Rome Convention (Konvensi Roma): Konvensi ini diresmikan pada tahun 1961 oleh Bern Union. Konvensi Roma ini diinisiasi dengan tujuan untuk menetapkan peraturan secara internasional perlindungan hukum tiga kelompok pemegang hak cipta atas hak-hak yang berkaitan, yang terdiri dari pertunjukan artist (musisi, aktor, penari), produser rekaman, dan lembaga penyiaran.
Sesungguhnya, hak cipta (auteursrecht) yang terdapat di dalam “Auteurswet 1912” telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia dulu (Hindia-Belanda).Sejak negara Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913 maka Indonesia sebagai negara jajahannya diikutsertakan dalam konvensi tersebut.Hal ini sebagaimana disebutkan dalam staatsblad tahun 1914 nomor 797.
Sebagai negara yang terikat dengan Konvensi Bern, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pengarang di Belanda banyak diambil dan disesuaikan dengan ketentuan Konvensi Bern.Akibatnya, hal ini juga berlaku di Indonesia (Staatsblad tahun 1931 Nomor 325) sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia Internasional khususnya mengenai hak pengarang (hak cipta).
Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya sejak konferensi meja bundar antara Republik Indonesia dan Negara Belanda, yaitu berdasarkan pasal 5 persetujuan peralihan maka perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh pemerintah Belanda ketika menjajah Indonesia tidak berlaku lagi. Dengan demikian pada waktu konvensi bern di Brussel pada tanggal 16 juni 1945, Indonesia sudah tidak tercantum lagi di dalam daftar negara-negara anggota konvensi tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan tidak ikut serta dengan konvensi tersebut oleh Kabinet Karya pada tahun 1985.
Ketika awal era kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan hukum yang sulit didalam menentukan sikapnya terhadap hukum-hukum yang berasal dari kolonial Belanda, yaitu apakah harus mengganti semua hukum yang dibuat dan diperlakukan oleh kolonial Belanda dan menggantikannya dengan yang baru atau apakah tetap memberlakukan hukum yang lama tersebut sementara hukum kita yang baru belum ada.
Pada dasarnya kebanyakan produk-produk hukum Belanda prinsipnya mengandung diskriminasi yang membuat adanya perasaan ketidakadilan. Namun, di lain pihak sangat tidak bertanggung jawab apabila semua hukum tersebut dihapuskan tanpa ada penggantinya. Keadaan ini akan menimbulkan kekosongan hukum, yang pada gilirannya nanti akan mengakibatkan keresahan pada masyarakat.
Dalam menjaga jangan sampai timbul kekosongan hukum maka Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan dalam Pasal II aturan peralihan, yaitu “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Oleh karena itu, Auteurswet 1912 sebagai salah satu produk hukum (undang-undang) dari pemerintah belanda masih tetap berlaku kurang lebih selama 70 tahun sejak Undang-Undang hak cipta kita terbentuk, yaitu UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Selanjutnya pada tahun 1958, Rancangan Undang-Undang (RUU) hak cipta telah dipersiapkan oleh Departemen Kehakiman bersama-sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (PD&K) untuk pertama kalinya. Kemudian pada tahun berikutnya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, mengeluarkan naskah RUU hak cipta tahun 1966. Berdasarkan penjelasannya terdapat beberapa hal sebagai rumusan, yaitu mengenai perkembangan pemikiran seputar hak cipta yang antara lain:
1. Timbulnya suara-suara dalam masyarakat yang mensinyalir perbedaan nasib yang kurang memuaskan dan orang-orang yang mempergunakan buah ciptaan itu
2. Tidak adanya suatu badan atau organisasi yang memperjuangkan hak-hak pencipta
3. Peraturan yang berlaku mengenai hak cipta kuran dikenal orang
Setelah rancangan tersebut, kemudian menyusul RUU hak cipta tahun 1971 dan terus diperbarui sampai Undang-Undang no. 28 Tahun 2014.Rangkaian Undang-Undang tersebut merupakan usaha yang terus berlanjut dari pemerintaha ataupun organisasi-organisasi pengarang yang telah mulai berkembang di Indonesia. Hal itu bertujuan dengan harapan agar undang-undang yang lama segera dapat diganti dengan yang baru dan sanggup memenuhi kebutuhan pembangunan kita,
Hal ini dikarenakan Undang-Undang yang lama sudah tidak sanggup lagi dalam menjawab tantangan pembangunan kita khusunya hak cipta, dalam artian Undang-Undang yang lama tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman maupun kepribadiaan sebagai bangsa Indonesia.

3. [bookmark: _Toc173149448]Subjek dan Objek Hak Cipta
Menurut Undang-Undang yang berlaku Subjek dari hak cipta ialah Pemegang Hak Cipta itu sendiri yang dimana adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri, objek ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut:
a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g. Karya seni terapan;
h. Karya arsitektur;
i. Peta;
j. Karya seni batik atau seni motif lain;
k. Karya fotografi;
l. Potret;
m. Karya sinematograh;
n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;
p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. Permainan video; dan
s. Program Komputer.
Sedangkan, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptameliputi:
a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.
Selain terdapat hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, terdapat juga hasil karya yang tidak memiliki hak cipta sebagai mana yang diatur dalamPasal 42 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut.
a. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
b. Peraturan perundang-undangan;
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

4. [bookmark: _Toc173149449]Pembatasan Hak Cipta
Menurut Pasal 43 Undang-Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

5. [bookmark: _Toc173149450]Pencatatan Ciptaan
Pencatatan ciptaan perlu dilakukan oleh pencipta ke pihak berwenang dalam hal ini menteri sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 66 UU no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta “Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia olehPencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.”
Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
c. Membayar biaya.
Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam diajukan oleh:
d. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
e. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
Setelah itu Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.Dalam hal Menteri menerima Permohonan Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
Adapun alur pendaftaran ciptaan berdasarkan situs website Direktoran Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum Ham dan RI adalah dibawah ini:[footnoteRef:19] [19: https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur diakses pada tanggal 15 september 2024] 

[image: https://dgip.go.id/uploads/menu_utama/photo/id/0d397522186ba1aac1c8438b9fb2d640.jpg]

6. [bookmark: _Toc173149451]Masa Berlaku Hak Cipta
Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta dibagi menjadi 2 yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur tentang masa berlaku dari Hak Moral dan Hak Ekonomi.
a. Hak  Moral
Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: 
a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
Masa berlaku hak moral terkait dengan pencantuman nama pada salinan hasil karya cipta seseorang, pencantuman nama samarannya, perlindungan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi dirinya berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan, hak untuk mengubah ciptaan dan judul serta anak judul ciptaan berlaku selama jangka waktu hak cipta pencipta yang bersangkutan.
b. Hak Ekonomi
Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan. hakeksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi. Masa berlaku hak ekonomi terbagi ke dalam beberapa jenis ciptaan:
Pertama, untuk perlindungan ciptaan dengan jenis: 
a. Buku, pamflet, atau karya tulis lainnya
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks
e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantonim
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk (lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi seni pahat, patung, atau kolase) 
g. Karya arsitektur
h. Peta; serta 
i. Karya seni batik atau seni motif lain.
Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Berlaku selama masa hidup pencipta dan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta telah meninggal, serta terhitung mulai dari tanggal 1 Januari dan tahun berikutnya.
Kedua, untuk perlindungan ciptaan jenis: 
a. Karya fotografi; 
b. Potret; 
c. Karya sinematografi; 
d. Permainan video; 
e. Program komputer; 
f. Perwajahan karya tulis; 
g. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi karya lain, dan hasil transformasi; 
h. Adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 
i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; serta  
j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional (selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli); 
Berdasarkan, Pasal 59 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak ciptaBerlaku selama 50 tahun semenjak ciptaan tersebut pertama kali diumumkan oleh pencipta.
Sedangkan pelindungan hak ekonomiPelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran menurut pasal 63 Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta adalah:
a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam fonogram atau audiovisual
b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi; dan
c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

7. [bookmark: _Toc173149452]Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan ciptaan
Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena:
a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
b. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

8. [bookmark: _Toc173149453]Penyelasaian Sengketa Terkait Hak Cipta
Berdasarkan Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang no. 28 Tahun 2014 penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Menurut Pasal 95 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan di pengadilan niaga. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terdapat ketidakpuasan terhadap yang bersengketa menurut Pasal 102 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 hanya dapat mengajukan permohonan kasasi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa terkait hak cipta dapat dilalui melalui jalur litigasi dan non-litigasi 
Penyelesaian perkara dengan jalur litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan.Sedangkan penyelesaian perkara dengan jalur non-litigasi memiliki arti bahwa penyelesaian masalah hukum dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
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